BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berikut adalah beberapa kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang

keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Bandung.

1. Dalam pelaksanaan tim PKP Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
tahun 2020 di Kabupaten Bandung yang memfokuskan tugas terkait
Daerah Rawan Kecelakaan di Kabupaten Bandung.

2. Survei DRK yang dilaksanakan pada Jalan Bypass Cicalengka Kabupaten
Bandung.

3. Berdasarkan hasil investigasi dan identifikasi yang dilaksanakan di Ruas
Jalan Bypass Cicalengka

4. Hasil survey mendapat kesimpulan bahwa banyaknya pengendara yang
tidak menggunakan helm atau sering melanggar peraturan yang sudah

ditetapkan oleh pemerintah tersebut.

V.2 Saran

Saran terhadap pelaksanaan kinerja keselamatan jalan di Kabupaten Bandung

diantarannya yaitu:

1. Perlu adanya forum sebagai pengenalan keselamatan jalan ke berbagai
instansi terutama terkait pembahasan mengenai keselamatan dalam
perjalanan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor.

2. Perlu adanya pelaksanaan sosialisasi terkait penggunaan helm terhadap
masyrakat yang rawan.

3. Perlu adanya perbaikan dijalan tertentu yang sudah berlubang atau bisa
mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

4. Perlu adanya penambahan rambu-rambu dan penegak hukum yang
bertugas diruas tertentu yang berkemungkinan terjadi pelanggaran lalu

lintas.
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